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Abstrak
 

Pembuatan akta autentik yang dilaksanakan di hadapan notaris selaku pejabat umum harus sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pengenalan penghadap menjadi aspek penting pada proses

pembuatan akta autentik, hal ini tercantum pada Pasal 39 UUJN yang menyebutkan bahwasannya notaris

wajib “kenal” dengan penghadap. Tindakan menghadap adalah kehadiran secara fisik di hadapan notaris

sesuai dengan yang tersebut dalam awal akta notaris. Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel. Permasalahan

hukum yang dikaji dalam penelitian ini di antara lain adalah bagaimana peran dan tanggung jawab notaris

untuk mengenal para penghadap berrdasarkan UUJN dan Permenkumhan Nomor 9 tahun 2017 tentang

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor

366/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan bagaimana akibat hukum dari akta autentik yang dibuat oleh notaris dengan

adanya identitas palsu milik penghadap dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor

366/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Hasil analisis adalah dalam pembuatan dan penandatanganan akta autentik

notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali pengguna jasa dengan baik karena

pada perkara tersebut notaris tetap malaksanakan penandatanganan akta-akta untuk penghadap yang

menggunakan identitas palsu dan sengaja tidak memberikan nomor pada akta tersebut, atas perbuatannya

notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban administrasi dan Kode Etik Notaris. Akibat hukum terhadap

akta autentik yang mengandung identitas palsu adalah kekuatan pembuktian dari akta autentik tersebut

terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat akta autentik berdasarkan Pasal

1868 KUHPerdata. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata oleh pihak dalam akta maupun

pihak ketiga yang dirugikan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata apabila notaris terbukti melakukan suatu

perbuatan melawan hukum.

......The making of authentic deeds which held in the presence of notary as a public official has to be in

accordance with Legislation act number 1868 KUHPerdata. If the requirement of knowing the appearers did

not meet, the authentic deed’s power of proof is degraded to non authentic deed. The case discussed in this

research is based on District Court of South Jakarta Ruling No. 366/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Sel. Some of the

legal issues studied in this research, is how notary acted and responsible to get to know the appearers

according to UUJN and Permenkumham Number. 9 year of 2017 concerning the Principle of Knowing

Customer to Notary in District Court Ruling Number 366/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel and how legal
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consequences from authentic deeds made by notary with false identity of appearers in District Court Ruling

366/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. To answer these legal issues, juridicial normative research method with

explanatory research type is used.  The analysis result in the making and signing of authentic deed, notary

did not used the Prudence Principle and Knowing Your Customer Principle very well because in those

issues, notary is still signing the deeds to appearers whom provide false identity and deliberately did not

giving number on those deeds, for this action, notary can be held accountable administratively and Notary’s

Code of Ethic. Legal consequences on authentic deeds which contain false identity is the power of the

authentic deeds itself is degrading to non-authentic deeds because the authentic deeds requirement did not

meet according to Article 1868 KUHPerdata. Notary can be held responsible civilly by parties in the deeds

or even the third party who had been harmed based on the Article 1365 KUHPerdata if the notary is proven

to do an act of breaking the law.


